
MENTER! KEUANGAN 
REPUBUK lNDONESIA 

SALINAN 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 49 /PMK.02/2021 

TENTANG 

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMMN NEGARA BUKAN PAJAK 

YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM 

UMUM, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

Menimbang 

DEN.GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat 

(2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 

tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan 

Negara Bukan Pajak, dalam hal tertentu tarif atas jenis 

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari 

pelayanan karena kebutuhan mendesak, dapat diatur 

dengan Peraturan Menteri; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 Undang

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu 

diatur lebih lanjut terkait keringanan biaya untuk Usaha 

Mikro dan Kecil dalam rangka mendukung kemudahan 

berusaha dan penyederhanaan prosedur t_erkait investasi 

dan aktivi tas bisnis; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Keuangan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis 

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada 
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Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang 

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak 

yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6335); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 ten tang Tata 

Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara 

Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia N omor 6584); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 ten tang Modal 

Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, 

dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria 

untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 18, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6620); 
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8. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia ~ahun 2018 

Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1745); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG JENIS DAN 

TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 

YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL 

ADMINISTRASI HUKUM UMUM, KEMENTERIAN HUKUM DAN 

HAK ASASI MANUSIA. 

Pasal 1 

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada 

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia meliputi penerimaan dari 

Pelayanan Jasa Hukum pada Badan Hukum dan Pelayanan 

Jasa Hukum pada Notariat. 

Pasal 2 

Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa 

Pelayanan Jasa Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
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Pasal 3 

(1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang 

berasal dari Pelayanan Jasa Hukum pada Badan Hukum, 

diberikan kepada pemohon dengan kriteria Usaha Mikro 

a tau U saha Kecil. 

(2) Kriteria Usaha Mikro atau Usaha Kecil sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan berdasarkan kriteria 

modal usaha untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan 

usaha. 

(3) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) terdiri atas: 

a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan 

paling banyak Rpl.000.000.000;00 (satu miliar 

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 

usaha;dan 

b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari 

Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai 

dengan paling banyak RpS.000.000.000,00 (lima 

miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan 

tempat usaha. 

Pasal 4 

(1) Pemohon mengajukan permohonan Pelayanan Jasa 

Hukum pada Badan Hukum dan Pelayanan Jasa Hukum 

pada Notariat kepada Direktur Jenderal Administrasi 

Hukum Umum. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memuat paling sedikit: 

a. nama; 

b. alamat domisili; 

c. nomor telepon dan alamat surat eletronik; dan 

d. jenis layanan yang dimohonkan. 

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diajukan melalui sistem layanan Direktorat J enderal 

Administrasi Hukum Umum secara elektronik. 
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Pasal 5 

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada 

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum wajib disetor 

ke Kas Negara. 

Pasal 6 

Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 18 Mei 2021 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

SRI MULYANI INDRAWATI 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 19 Mei 2021 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

WIDODO EKATJAHJANA 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 527 

~alinan sesuai dengan aslinya 
· _ Kepala Biro Umum 

ministrasi Kementerian 

YAH(}\ 
4Jl3-199703 1 001 
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LAMPIRAN 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 49/PMK.02/2021 

TENTANG 

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA 

BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA 

DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM, 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 

BERUPA PELAYANAN JASA HUKUM YANG BERLAKU PADA 

DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM, 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

JENIS 
SATUAN 

TARIF 
PENERIMMN NEGARA BUKAN PAJAK (Rupiah) 

PELAYANAN JASA HUKUM 
A. BADANHUKUM 

1. Pendaftaran Pendirian Perseroan Per Permohonan 50.000,00 
Perorangan untuk Usaha Mikro dan 
Kecil 

2. Pendaftaran Peru bahan Perseroan Per Permohonan 50.000,00 
Perorangan yang Memenuhi Kriteria 
U saha Mikro dan Kecil 

3. Perbaikan Data Perseroan Per Permohonan 50.000,00 
Perorangan yang Memenuhi Kriteria 
U saha Mikro dan Kecil 

4. Pendaftaran Pembubaran Perseroan Per Permohonan 50.000,00 
Perorangan yang Memenuhi Kriteria 
U saha Mikro dan Kecil 

5. Unduh Data Informasi Perseroan Per Permohonan 50.000,00 
Perorangan yang Memenuhi Kriteria 
U saha Mikro dan Kecil 

6. Pemblokiran Data Perseroan Per Permohonan 1.000.000,00 
Perorangan yang Memenuhi Kriteria 
U saha Mikro dan Kecil 

7. Buka Blokir Data Perseroan Per Permohonan 500.000,00 
Perorangan yang Memenuhi Kriteria 
U saha Mikro dan Kecil 

B. NOTARIAT 

1. Pendaftaran Pelatihan Peningkatan Per Orang 500.000,00 
Kualitas Jab a tan N otaris 

2. Permohonan Konduite Notaris 

a. Konduite Majelis Pengawas Per Permohonan 1.000.000,00 
Pusat Notaris 
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JENIS 
SATUAN 

TARIF 
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (Rupiah) 

b. Konduite Majelis Pengawas Per Permohonan 750.000,00 
Wilayah 

C. Konduite Majelis Pengawas Per Permohonan 250.000,00 
Daerah 

3. Permohonan Izin Cu ti N otaris 

a. Majelis Pengawas Pusat Notaris, Per Permohonan 1.000.000,00 
izin cuti Notaris di atas 1 (satu) 
tahun 

b. Majelis Pengawas Wilayah, izin Per Permohonan 750.000,00 
cuti Notaris 6 (enam) bulan 
sampai dengan 1 (satu) tahun 

C. Majelis Pengawas Daerah, izin Per Permohonan 250.000,00 
cuti Notaris sampai dengan 6 
( enam) bulan 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro Umum 

ministrasi Kementerian 

AH CM 
13 199703 1 001 

SRI MULYANI INDRAWATI 
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